
www.peraturan.go.id 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1319, 2021 KEMENHUB. Lisensi. Rating. Pelatihan. 

Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan. 
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69. 

Pencabutan.  

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 87 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 

TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL 

NAVIGASI PENERBANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan 

Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4956); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN 

KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada 

seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu 

untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Rating adalah batasan kewenangan seorang pemegang 

lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan 

lisensi yang dimiliki. 

3. Kompetensi adalah suatu dimensi kinerja manusia yang 

digunakan untuk memprediksi kehandalan kesuksesan 

kinerja di tempat kerja dan diwujudkan serta diamati 

melalui perilaku yang melibatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang relevan untuk 

melaksanakan kegiatan atau tugas dalam kondisi 

tertentu. 

4. Kartu Lisensi adalah tanda pengenal personel navigasi 

penerbangan yang mencantumkan lisensi dan rating 
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yang dimiliki. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: 

a. personel navigasi penerbangan; 

b. lisensi dan rating personel navigasi penerbangan; 

c. validasi lisensi personel navigasi penerbangan yang 

diterbitkan negara lain; 

d. jenis pendidikan dan pelatihan personel navigasi 

penerbangan; 

e. kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating 

personel navigasi penerbangan; dan 

f. pengenaan sanksi administratif. 

 

Pasal 3 

Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yaitu: 

1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan 

2) pemandu komunikasi penerbangan. 

b. personel teknik telekomunikasi penerbangan; 

c. personel pelayanan informasi aeronautika; dan 

d. personel perancang prosedur penerbangan. 

 

Pasal 4 

Personel Navigasi Penerbangan wajib memiliki Lisensi dan 

Rating. 

 

Pasal 5 

Untuk mendapatkan Lisensi dan Rating Personel Navigasi 

Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus 

memenuhi persyaratan yang meliputi: 

a. persyaratan administrasi; 

b. ketentuan kesehatan; 
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c. kemampuan berbahasa Inggris; 

d. persyaratan kompetensi teknis; dan 

e. lulus ujian. 

 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai lisensi, rating, validasi lisensi, jenis 

pendidikan dan pelatihan serta kewenangan personel navigasi 

penerbangan, tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

Personel Navigasi Penerbangan wajib: 

a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan 

penerbangan; 

b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di 

bidangnya atau lisensi dan rating yang dimiliki; 

c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta 

kompetensi yang dimiliki; 

d. mempertahankan kesehatan sesuai dengan ketentuan; 

e. mempertahankan validitas lisensi yang dimiliki dan 

dapat menunjukan kepada petugas yang berwenang jika 

diminta;  

f. mengisi buku catatan pribadi (personel Logbook) sesuai 

ketentuan; 

g. membawa buku lisensi dan/atau kartu lisensi sewaktu 

bekerja; 

h. memutakhirkan data personel terkait lisensi, rating dan 

pelatihan; dan 

i. melaporkan kepada Direktur melalui Pimpinan Unit 

Penyelenggara Pelayanan terkait adanya perubahan 

identitas dan perubahan kompetensi serta promosi 

personel. 

 

Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan 

Personel Navigasi Penerbangan. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. audit 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan yang mempekerjakan Personel Navigasi 

Penerbangan yang melanggar ketentuan dapat dikenai 

sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan;  

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan. 

 

Pasal 10 

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

dapat diberikan kepada Penyelenggara Pelayanan 

Navigasi Penerbangan dalam hal: 

a. pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang tata cara pengawasan dan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan di bidang penerbangan. 
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Pasal 11 

Rating personel Navigasi Penerbangan yang telah diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, 

Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 309), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2021 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 



www.peraturan.go.id 

REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN 
PERSONELNAVIGASIPENERBANGAN 

BAGIAN 69 

PKPS 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL 

LAMPIRAN PERATURAN ME TERl PERHUBUNGAl 

REPUBLIK INDONESLA 

NOMOR PM 87 TAH 2021 

TENTA G 

PERATURAN KESELAMATAN PE ERBANGAN SIPIL 

BAGIAN 69 (ClVIL AVIATION SAFETY RE<JUL TIONS 

PART69I TENTA GLISE SI, RATING, PELATIHAN, DAN 

KECAKAPAN PERSONEL NAV1GASI PENERBANGAN 

2021, No.1319 -8- 



www.peraturan.go.id 

SUBPART 69.C RATING PERSONEL NAVIQASI PENERBANQAN 27 

69. 1 l O Persyaratan Rating Personel Navigasi Penerbangan............... 27 

69.115 Jenis Rating Personel avigasl Penerbangan................................ 8 
159.120 Kewenangan Pemegang Lisensi dan Rating Personel 

Navigasi Penerbangan.,.. 30 

SUBPART 69.B LISE SI PERSONEL NAVIGASI PENERBANOAN.................. 0 

69.080 Jenis Llsensi Personel avigasi Penerbangan............................... O 

69.085 Penerbitan Llsensl Personel Navigasi Penerbangan....................... _Q 

69.090 Pengetahuan .Personel Navigasi Penerbangan........... 22 
69.095 Penambahan atau Peningkatan Kompetensi Personel 

Navigasi Penerbangan............................................................... _5 

69.100 Penggantian Atas Kehilangan atau Kerusakan Buku atau 

Kartu Lisensi serta Sertifikat Kesehatan...................................... 26 
69.105 Perubahan [dentitas Pemegang Llsensl....................................... 26 

Checker, Administrator Examiner, Endorser dan Rater................. 15 
On Ttu: Job Training Instructor (OJTIJ........................................... 15 

Kesehatan Jasmani................................................................... 16 

Pennrunan Kondisi Kesehatan................................................... 17 

Penggunaan Bahan Psikoaktlf............... .. .. .. .. . 17 

Kemampuan Berbahasa. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 7 

Pembatasan Waktu Bertugas, Waktu Bekerja, dan Waktu Istirahat 

dan Beban Kerja........................................................................ 18 

69.050 

69.055 

69.060 

159.065 

69.070 

69.075 

159.040 

69.045 

69.015 Llsenst, Rating don Kewenangan Personel Navigasi Penerbangan.. 12 
159.020 Batasan Kewenangan Pemegang Llsensi..................................... 13 

69.025 Pemberlak:uan Llsensi dan Rating.............................................. 13 

159.030 Llsensi Personel avigasi Penerbangan bagi Warga Negara Asing.. 14 

69.035 Lisensi Personel avfgasl Penerbangan yang dlterbltkan 

Negara Lain . 
Pengesahan a tau Validasi.... 15 

lJ 

l l 

Penerapan . 

Definisl . 

69.005 

69.010 

SUB BAGlAN 69.A KETEN'TUAN ~fUM.................................................... l l 

DAFTAR ISi 

2021, No.1319 
-9- 



www.peraturan.go.id 

SUB BAGlAN 69~E PERSYARATAN PELATIHAN DAN KECA.KAPAN UNTUK 

PERSON EL NA VlCiASI PENERBANGAN.... .••. .• 38 

69.140 Pelatihan dan Kecakapan....... .. .. .. .. 38 

Buku Li sensl Person el Naviga.si Penerbangnn................. 35 

Kartu Llsensi Personel Navlgasi Penerbangan 36 

E-Lisensl Personel Navigasi Penerbangan............... 36 

69.125 

69.130 

69.135 

SUB BAGIAN 69.D BUKU DAN KARTU LISE SI PERSONEL NAVIGASI 

PENERBANGAN 3:S 

2021, No.1319 -10- 



www.peraturan.go.id 

6·9.010 Definisi 
1. Administrator adalah personel Di.rektomt Jenderal yang 

dltetapkan oleh Oirektur atas nama Direktur Jenderal ang 

betugas untuk rnemeriksa kelengkapan admtntsrrast, 

menyelenggarakan ujlan , memproses hasll ujian dan membuat 

laporan hasil ujian lisensl dan rating. 

2. Bahun psikoa.ktif ad. lah aJkohol, opium, oba btus, obar 

penenang clan hipnotis kokaln, pstkostimulan lamnya, 

haJusinogen dan pelarut yang mudah menguap kecuall kopi dan 

tembakau. 

3. Checker adaJah adalah personel navigas! penerbangan ang 

ditunjuk dan dlbert wewenang oleh Direktu.r atas nama Dlrektur 

.Jenderal untuk melaksanakan pengujian rating sesuaJ dengan 

Usensi yang dimiliklnya dan rating yang masih berlaku, 

4. Endorser adalah personel dart D!rektomt yang di etapkan oleh 

Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagai pengujl ujian 

valtdasl lisensJ personel navtgnsl penerbangan yang d.iterbitkan 

oleh Negara lain. 

5. Examiner adaJab personel Direktorat Jenderal yang ditetapkan 

oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagai penguji ujlan 

llsensl personel navigasl penerbangan, 

6. Heliport adalah tempat pendara an dan lepas landas helikopter. 

69.006 Penerapa.n 
Bagian ini memuat sub bagtan sebagal bertkut: 

a. personeJ navigasi penerbangan; 

b. lisensl clan rating personel oavigasl penerbangan: 
c, valldasl llsensi personel navigasi penerbangan yang di erbi kan 

egara lain; 

d. jenls pendldikan dan pelatihan personel navigasl penerbangan; 

dan 
e. kewenangan dan kewajlban pemegang Usensi dart rating personel 

navigasi penerbangan. 

SlJBBAGIAN 69. A KE'l"ENTUAN UMUM 

2021, No.1319 
-11- 



www.peraturan.go.id 

6·9.015 Lisensi, Rating dan Kewenangan Penonel Navigasi Penerb~ 

1. Seseorang yang melaksanakan kewenangan sebagat personel 

navigasl penerbangan di Indonesia harus memiliki llsensl yang 

sab rum rating yang maslh berlaku sesua.l dengan Peraturan 

Menteri tnl. 

7. On the Job Training Instructor (OJT!) adalah personel navigasi 

penerbangan yang memillki Lisensf dan rating yang sesuai serta 

ditunjuk. oleh pnnpinan unit setempat untuk melakuka.n 

pembinaan erhadap kegiatan on the job training 'ang dilakukan 

oleh peserta pelatihan kompetensl atau personel baru yang akan 

mengambil rating. 
8. Pemeltharaan adalah rangkaian pemertksaan, analisis. dan 

perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemellharaan fasllitas 

telekomurukasi penerbangan dalam rangka mernpertahankan 

kemampuan, kapasitas. dan kualltas fasllltas telekomunikasi 
penerbangan. 

9. Pengesahan atau validast Ilsenst adalah nndakan yang dilakuka.n 

oleh Dlrektur sebagai suatu alternatif atas penerbttan lisensinya 

senc:liri dalam menerima suatu Usensi yang diterbitk.an oleh 

negara anggotn !CAO lninnya sebagal kesetaraan dengan 

Usensinyn. 
10. Ra er adalah Person el ang memiliki kual.lfikasl dan terlatlb ang 

ditunjuk untuk memberikan penilaian/level seseorang didalam 

pengujian ICAO English Language Proficiency. 
11. Sertlfikat kesehatan adalah bukti pemenuhan erhadap standar 

keseha an penerbangan. 

l.2. Sertlfl.kat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah 

memenuhi persyuratan pengetahuan, keahhan dan kualtflkasl di 
bidangnya. 

13. Surat Ketemngan Sehal adalah tanda bukti kesehatan yang 

dlkeluarkan/diterbitlcan oleh dokter pada fasilitas kesehatan 

berdasarkan basil pemertksaan kesehatan. 

2021, No.1319 -12- 
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sa tu) kah untuk bidang a. lisensl han a dlterbitkan 
pekerjaannya; 

69.02S Pemberlakuan Lisen&i. dan Rating 
1. Ketentuan pemberlakuan lisensi clan rating personel navigasi 

penerbangan yang terdirt alas: 

69.020 Batu.an Kewenangan Pemegang Lise:nsi 
Pemegang Llsensl personel navigasi penerbangan memiliki 
kewenangan untuk memberikan pela anan sesuai dengao batasan 
kewenangan yang di etapkan didalam peraturan inl dan tercantum 
didalarn lisenst yang dlterbitkan Direktur Jenderal. 

2. Pemegang lisensi yang melaksanakan operaslonal pelayanan 

navigast penerbangan wajib mempertahankan dan memenuhi 
standnr kompetensl sesuai dengnn ketentuan yang dltetapkan 
oleh Dlrektur Jenderal. 

3. Pemegang lisensi personel navigasi penerbangan untuk 
melakukan tugas da.n kewenangan personel navtgast 
penerbangan harus memilild Landa buktl yang masih berlaku 
berupa: 
a. Rating; 
b. Sertifikat Kesehatan kelas 3 bagl personel pernandu lalu 

Ilntas penerbangan: 
c, Sertifl.kat Kesehatan kelas 3 atau surat keterangan sehat 

untu.k personel navtgasi penerbangan selaln personel 
pemandu lalu lintns penerbangan; 

d. Sertifl.kat ICAO Language Profici ncy paling rendah level 4 
toperaiional leueij untuk personel pemandu lalu Iintas 
penerbangan dan pemandu komunikasi penerbangan: dan 

e. Sertillkat TOEIC paling rendah 4-05 (I+ intermediatej untuk 
personel navigasl penerbangan selaln personel pemandu lalu 
lintas penerbangan da.n pemandu komunikasi penerbangan, 

4. Surnt I e erangan sehat sebagatmana dtmaksud pada angka 3 
huru.f c berupa hasil pernertksaaan kesehatan yang dtkeluarkan 
oleh dokter dart fastlltas kesehatan. 

2021, No.1319 
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69.035 Lisensi Peraoael Navigasi Penerbangan yang diterl>it.kan Negara 
Lain 
1. Lisensi Personel Navigasi Penerbangan yang diterbitkan Negara 

lain dtnyatakan sah dan berlaku di wtlayah Indonesia setelah 

69.030 Liseiud Person.el Navigasi Penerbangan bagi Warga Negara Asing 
\I a.rga egara Astng yang akan bekerja sebagal personel navigasi 

penerbangan di Indonesia hams: 

1. memiliki lisensl yang disahknn atau dtvalidaai oleh Menteri 

melalui Dlrektur JenderaL 

2. memilild Kartu Izin 'l'lnggaJ Terbatas (KlTAS) yang maslh berlaku 

atau izin bekerja dl Indonesia dart Kementerian Ketenagakerjaan; 
dan 

3. memilikl dolrumea resmJ ang dapat berup surat ker]a dart 

pe rusahaan yang mempekerjakannya, 

b. personel navtgasl penerbangan dapat memillki leblh dart 1 

[satu] bldang; 

c, rating personel pemandu lalu Untas penerbangan berlaku 

selama 6 enam) bulan sejak tanggal pengesahan rating: 

d, rating personel pemandu komunikasf penerbangan clan 

pelayanan !nformasl aeronautika berlaku selama l (satu) 

tahun sejak tanggal pengesahan rating; 

e. rating personel teknik elekomuntkasl penerbangan dan 

perancang prosedur penerbangan berlaku selama 2 dua] 

tahun sejak tanggal pengesahan rating. 

2. Rating personel navigast penerbangan dlnyatakan tidak berlaku 

arau invalid apabila tidak melaksana.kan kewenangan sesua.i 

dengan masa berlaku rating sebagalmana dimaksud pada angka 

L 

3. Prosedur dan tata cara mengaktifkan kernbali rating yang 

din atakan tidak berlaku atau inualid ditetapkan Dlrektur 

Jenderal. 

4. Lisensl dan/atau rating yang dlperoleh dengan cara ang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam peraturan Menter! 

im cilnyatakan tldak berlaku. 

2021, No.1319 -14- 
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69.0SO On The Job Training Instructor (OJTJ} 

1. Peserta pelatihan kompetensi dart penyelenggara pelatihan 
bldang navlgnsl penerbangan yang melaksanakan On the Job 
Tra£ning ili satu unit penyelenggara pelnyanan navtgast 
penerbangan, dapat melakukan kewenangan sebagal personel 
navlgasi penerbangan selama berada di bawah pengawasan On 

the Job Traininq Instructor (OlTIJ yang ditunjuk dan memilikl 
tanda buktl kesehatan yang masih berlaku. 

69.04S Checker, Administrator_. ~aminer, Endorser dan Rater 
I, Dalam rangka melaksanakan pemertksaan, p nerbltan dan 

pengesahan atau valid.asi UsensI dan rating personel navtgasl 
penerbangan serta penilaJan kemampuan !CAO Lanquanqe 
Proficiency Direktur .Jenderal c.q DireJctur menetapknn Checker, 

Administra or, Examiner, Endorser, dan. Rater. 
2. Persyaratan, tata earn dan prosedur kerja Checker Administrator 

Examiner, Endorser dan Rater disusun dan dltetapkan Direktur 
.Jenderal. 

69.040 Pengesahan atau Validasi 

l. Proses p ngesahan atau validasi lls.ensl personel navtgast 
penerbangan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal c.q Dlrektur 
dilakukan setelah pemohon memenuhl persyaratan sebagal 
berikut: 
a. persyaratan admlnlstrasl: dan 

b. lulus ujian. 

2. Prosedur dan tata cara pengesahan atau valldast lis.ensi personel 

navigast penerbangan dJtetapkan Dlrektur JenderaL 

mendapatkan pengesahan atau valldasi dart Menteri me1alui 

Direktur Jenderal c.q Dlrektur. 
Pengesaban/val:ldasi sebagaimana dimnksud butir 1 [satu] 
berupa surat atau sertifikat validast lis.ensi personel navtgast 
penerbangan yang memillki masa beriaku selama 1 (satu tahun 
dan dapat diperpanjn.ng. 

2021, No.1319 
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69.055 Kesehab.n Jasmani 

1. Pernohon dan pemegang lise-nsi personel navigasi penerbangan 
yang melaksanakan kegtatan operasional pelayanan n-avigasi 
penerbangan harus me-mlli.ki tanda bukti kesehatan yang masih 
berlaku. 

2. Tanda bukti kesehatan untuk pemobon dan pemegang lisensl 
personel pernandu lalu lintas penerbangan berupa Sertlfil.ca 
Kesehatan Kelas 3. 

3. Tanda bukti kesehatan untuk pemohon dan pemegang Iisensl 
personel pemandu komunikasi penerbangan, teknik 
Le-lekomunlkasi penerbangan, pelayanan infonnasi aeronautika 

dan perancang prosedur penerbangan berupa Serti.fikat 
Kesehatan Kelas 3 a.tau Surat Keterangan Sehat. 

4. Masa. berlaku tanda bukti kesehatan sebagaimana dirnaksud 
angka dan 3 adalah sebagai bertkut:: 
a. Sertlfilmt Keseh-at n Kelas 3 berlaku sesuai ketentuan yang 

tercantum didalam Peraturan terkalt Pera tu.ran 

2. Tanda buktl kesehatan sebagalmana dtrnaksud angka 1 dengan 
ketentuan: 
a. sertl..tlkat kesehatnn kelas 3 untuk peserta pelatthan 

personel pemandu Ialu Itntas penerbangan; 
b. serti.fikat kesehatan kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat 

untuk peserta pelatihan personel pemandu komunikasi 
penerbangan, pelayanan lnformasl aeronaunka, personel 
Teknik Telekomunlkasl Penerbangan dan perancang 
prosedur penerbangan. 

3. On The Job Training Instructor (OJTIJ sebagalmana dimaksud 
angka (1) ditetapkan oleh maslng-masing pi.mpinan unit 

penye!enggarn pelayanan serta dtlaporkan kepada Dlrektur 

Jenderal c.q Direktur. 

On The Job Training Instructor (OJTI) bertugas melakukan 
pemblnaan terhadap kegtatan on the job training oleh peserta 
pelatihan kompetensi atau personel navigasi penerbangan yang 
akan melakukan penerbita.n rating di unit pelayanan, 

5. Persyaratan, tata earn dan prosedur kerja On th. Job Training 

Instructor (a.JTI) di etapkan Dlrektur Jenderal. 
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69.06S Penggunaan Baha.n Psikoaktif 

1. Pemegang llsensi dan rating personel navtgasl penerbangan harus 

rnernastikan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya ttdak 

berada dalam pengaruh bahan psikoaktif yang berakibat tidak 

terjaminnya kinerja pelayanan. 

Pemegang Usensi dan rating personel navtgasi penerbangan ttdak 

boleh rnenggunakan bahan pslkoaktlf keeuall alas rekomendasi 

Dokter sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

mengenal kesehatan. 

69.060 Penu.runan Kondisi Kesehatan 

1. Pemegang lisensi yang diatur dalam peraturan lnl tidak boleh 

menggunakan kewenangannya terhadap Usensi dan rating 

apablla menyadart adanya penurunan kesehatan yang ttdak 

dapat menjamln kinerja yang balk dalam bekerja. 

2. Pemegang llsensi harus memberttahukan kepada Dlrektur 

Jendeml terkalt kondist penurunan kesehatan yang dialaminya 

selama kurun waktu lebih dart 20 [dua puluh] hart atau selama 

masa perawatan atau yang telah ditentukan oleh Iastlltas 

kesehatan, 

3. Pengaturan mengenat penurunan kondisi kesehatan 

sebagalmana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatur dalam 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipll Bagian 67 tentang 

Stanclar Kesehatan dn.n Sertffik.asi Personel Penerbnngan. 

5. Masa berlaku tanda bukti kesehatan sebagaimana dtrnaksud 
angka dapat berkurang bila ditemu.kan penurunan kondisi 

kesehatan; 

Keselamatan Penerbangan Slpil Bagian 67 tentang standar 
Kesehata.n dan Sert:ifl.kasl Personel Penerbangan: 

b. Surat keterangan sehat berlaku sejak ta.nggnl pemertksaan 

hingga akhir bulan berjalan selarna 48 [ernpat puluh 

delapan] bulan, 
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69.075 Pembatasan Waktu Bertugaa, Wa.ktu Bekerja, Waktu Istirahat dan 
beb-an kerja 
1. Personel Navigasf Penerbangan dalam menjalankan tugas dan 

kewena.ngannya wajib mematuW ketentuan wak:tu bertugas, 

11 aktu bekerja, wnktu istirahat dan beban kerja. 

6'9.0'To Kemampuan Berbahasa 

1. Personel naviga.sl penerbangan wajib memillki kemampuan 

berbahasa lnggris yang maslh berlaku dengan ketentuan sebagal 

berikut: 

a, Personel pemandu lalu llntas penerbangan dan pernandu 

komun.ikasi penerbangan ctibuktikan dengan serttflkat !CAO 

Language Proficiency paling rendah level 4 [operational leue~; 
dan 

b. Persone1 teknik telekomunikasi penerbangan, personel 

pelayanan Inforrnasi aeronautika dan personel perancang 

prosedur penerbangan dibuktikan dengan serttflkat TOE.IC 

dengan ntlai paling sedikit 405 l+ intermediate, 
2. Sert:l.flkat JCAO Language Proficiency sebagaimana dtmaksud 

butir l huruf a dlberlakukan dengan ketentuan sebagal bertkut: 

a. ICAO Languag Prnf1eiency I vel (operational leue[) berlaku 

sejak tanggal dltetapkan dan dievaluasl paling sedikit J 

[satu] kaJj settap 3 (tiga) tahun: 

b. ICAO Language Proficiency level 5 {extended level} berlaku 

sejak tanggal dltetapkan dan dievaluasi paling sediklt J 

[satu] kaJj settap 6 [enam] tahun; dan 

c. /CAO Language Proficiency level 6 (exp rt let» l) berlaku sejak 

tanggal ditetapkan dan tidak diperlukan evaluasi kemball, 

3. Sertifikat 'rOEJC sebagatmana dimaksud butir l huruf b 

diberlakukan sebagai berikut: 

a. Nilai 05-554 berlaku selama 2 [dua] tahun sejak tanggal 

dikeluarkan: 

b. Nilal 555-650 berlaku selama 4 empat] tahun sejak tanggal 

dikeluarkan; dan 

Ntlai dtatas 650 t:idak perlu dievaluast. 
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2. Jumlah personel navigas! penerbangan yang memberikan 
pelayanan navlgasJ penerbangan dlhitung berdasarlcan formulasi 
jumJah kebutuhan personel yang ditetapkan oleh Penyelenggara 
Pelayanan Navigasl Penerbanga.n yang menca.k:up perhitungan 
waktu bertugas, waktu bekerja, waktu tsttrahat dan beban kerja 
serta memperttmbangkan ftuique risk management 

3. Fungsl supervisor, controller dan asisten dipertimbangkan dalam 
formulasi perhitungnn kebutuhan personel pemandu lalu lint.as 
penerbangan. 

4. Mekanisme penetapan formulasi jumlah kebutuhan personel 
navtgasr penerbangan sesuai peraturan keselamatan 
penerbangan sipll terkal bidang navigasi penerbangan. 
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69.085 Penerbitan Lisensi Persoael Navigasi Penerbangan 

1. Llsensl personel navtgast penerbangan dlterbitkan setelah 

pemohon memenuhi persyaratan sebagai beriku · 

a. Pemenuhan Persyaratan administrasi berupa: 

1 surat permohonan; 

2 formulir perrnohonan: 
3) pas foto terbaru 2 lembar dengan ukuran 2 x 3 berlatar 

belakang mernh: dan 

4) salinan Kartu Tanda Penduduk; 

b. Pemenuhan ketenruan kesehatan yang di .unjukan dengan: 
Sertiflkat Kesehatan kelas 3 bagt pemohon lisensi 

pemandu lalu lintas penerbangan; 
2) Sertiftkat Kesehatan kelas 3 atau surat keterangan 

seha bagi pemohon lisensi pemandu komunikasi 

penerbangan, teknlk telekomunikasi penerbangan, 
pelayanan informasi aeronautfka dan perancang 

prosedur penerbangan 
Pemenuhan persyaratan kompetensi teknis dlbidangnya: 

d, Pemenuhan kemampuan berbahasa lnggrts yang 

d!tunjukkan dengnn: 

lJ sertiflkat !CAO Language Profu:iency paling rendah level 

toperational leueij untuk pemohon lisenst pemandu 

69.080 Li•e111d Personel Navigasi Pe-ne:rbangan 

Llsensi personel navigast penerbangan terd.iri clrui: 

a. bidang pemnndu 1alu lintas penerbangan: 

b. btdang pemandu komunikasi penerbangan 

c. bidang teknik telekornunikasi penerbangan meliputi bidang 

pekerjaan: 

1) komunikasi, navigast, pengematan penerbangan dan data 
processing; 

2) kallbrasl penerbangan. 

d. bidang pelayanan informasi aeronautfka; 
e. bida.ng perancang prosedur penerbangan. 

SUBPART 69.B LISENSI PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN 
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lalu lintas penerbangan dan pemandu komunikasi 

penerbangan; 

2 sertiflkat TOEIC d ngan nilai sekurang-kurangnya 405 

( 1 Intermediate] untuk pemohon lisensl personel teknik 

elekomunikasl penerbangan, pelayanan lnformasl 

aeronautika dan peraneang prosedur penerbangan. 

e. Lulus ujlan; dan 

f. Membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Pemohon lisensi perscnel nav1gasi penerbangan ebagalmana 

dimaksud butir (1) harus memenuhl krlteria usia dengan 
ketentuan sebagat berikut: 

a. Pemohon ltsensl Pemandu lalu lintas penerbangan clan 
perancang prosedur penerbangan paling rendah 21 [dua 
puluh satu) tahun; 

b. Pemohon lisensi Pemandu komunlkasi penerbangan, teknik 

telekomunikast penerbangan dan pelayanan Informasi 

aeronautika paling rendah l 8 [delapan belas] tahun. 

3. Pernenuhan persyaratan kompetensi teknis cllbidangnya 

sebagalmana diatur dalam butir 1 [satu] buruf c dibuktikan 

dengan sertifllmt kompetensi yang dikeluarkan oleh lernbaga 

pet. tihan yang telah memenuhJ pers aratan perizlnan berusaha 

atau lembaga pe)a.tlhan regional yang telah ditetapkan !CAO. 

4. Pemohon lisensl personel navigasl penerbangan harus mengikuti 

pelatihan pada lembaga pelatihan yang telah memenuhi 

persyaratan pertztnan berusaha atau lembaga pelatihan regtonal 

yang dltetapkan /CAO dan elah melaksanakan pelatihan bekerja 

sebagai perscnel navigast penerbangan (on th. job training} dl 

bawah pengawasan On the Job Training Instruct.or (aJTJ) sesual 
dengan waktu OJT ang dlpersyaratakan pada rnastng-maslng 

bidang Iisensl. 

5. Pelaksanaan ujian lisensl personel navtgast penerbanga.n dapat 

dilakukan dengan menggunakan sistem berbasts teknologi 

informasL 
6. Prosedur dan tata earn penerbitan lisensi personel navigasi 

penerbangan ditetapkan Direktur JenderaL 
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69.090 Pengetahuan Personet Navigasi Penerbangan 

1. Pemohon Llsensl Personel avigasl Penerbangan bidang 

Pemandu Lalu Llntas Penerbangan barus menunjukkan ttngka 

pengetahuan sekurangnya hal-hal sebagat berikut: 

a, Hu.lrum Penerbangan (Air Law) 

Peraturan dan regulast _ ang relevan deagan pernanduan lalu 

llntas penerbangan. 

b. Peralatan Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan 

Prtnstp-prtnsip, penggunaan clan batasan peralaran yang 
digunakan dalarn pemanduan lalu lintas penerbangan. 

c. Pengetahuan Umurn [General. Knowledge) 
Prtnslp-prtnstp penerbangan; prtnsip-prtnstp operasl clan 
fungsi pesawat udara (manned aircraft dari unmanned 
aircraft) serta Remotely Pilot Aircraft System (RPAS}, 
powerplantdan slstem kinerja pe-sawat udara terkait dengan 

operas! pemanduan lalu Itntas penerbangan, 

d, Kinetja Ma.nusia {Human Performance] 

Klnerja manusia (Human Performance} termasuk prtnslp­ 
prtnslp manajemen ancaman dan kesalahan (threat and error 
management). 

e. Meteorologi 
Meteorologl penerbangan, penggunaan dan pemahaman 
terhadap dokumentasl dan lnionnasi meteorologi. asal clan 
karaktertstfk fenomena cuaca yang mempengaruhl operas! 

pea rbangan dan keselamatan clan alti.metry. 

f. Navignsi 

Prinsip-prlnsip Navigasi Penerbangan, prtnsip, batasan dan 

akurasl sistem navigasl dan alat bantu visual; 

g. Pros dur O_perasionaJ 

Prosedur pemanduan lalu lintas penerbangan, komunikasi, 

radiotelephony dan phraseology (rutin non-ruttn dan 

keadaan darurat], penggunaan dokumentasi penerbangan 

yang relevan, praktek-praktek keselamatan terkalt dengan 

penerbangan. 
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telekomunikasi dan ketentuan operaslonaJ terkait pemandu 

komunikasi penerbangan, 
g. Peratumn dan regulasi 

Peraturan clan regulasi yang berlaku bagi Pemandu 

Komunikasi Penerbangan, 

h. Peralatan telekomunikasl 

Prtnstp-prinslp, penggunaan dan batasan penggunaan 

peralatan telekomunikasi dalam unit pemandu komuntkast 
penerbangan, 

jarlnga.n phraseology, 

2. Pemohon Lisensi Personel avigasi Penerbangan bidang 
Pemandu Komunlkasl Penerbangan barns menunjukkan tingkat 
pengetahuan sekurangnya hal-hal sebagai bertkut; 
a. Hukum Penerbangan (Air Law) 

Peratumn dan regula.sl ang relevan denga.n pemanduan lahi 

llntas penerbangan, 

b. Pengetahuan Umum 

Pelayanan lalu ltntas penerbangan yang dlberikan di dalam 
ruang udara Indonesia, prtnstp-prtnslp penerbangan, 
prtnsip-prtnslp operasi dan fungsi pesawat udara (manned 
and unmanned aircraf~. poioerpian dan sistem, kinerja 
pesawat udara terkait dengan operast pemandu komunikasi 

penerbangan. 
c. Klnerja Manusia {Human Performance) 

Klnerja Manusia (Human Performance] termasuk prtnsip­ 

prtnslp manajemen ancaman dan kesalahan (threat and 

error}. 

d. Meteorologl 

Meteorologi penerbangan, penggunaan dan pemahaman 

terhadap dokumentast dan lnformasl meteorologi, asal dan 
karakrertsttk fenomena cuaca yang mempengaruh.i operast 
penerbangan dan keselamatan, altimetry. 

Navignsi 

Prtnsip-prinslp navlgasl penerbangan, prinsip, batasan dan 
akurasl sistern navigasl dan alat bantu visual. 

I, Prosedur opemslonaJ 

Prosedur radiotelephonq, 
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3. Pemohon Lisensi Personel Navigasi Penerbangan btdang 

Pelayanan lnforrnasl Aeronautilm harus menunJukkan tingkat 

pengetahuan sekurangnya hal-hal sebagai bertkut; 

a. Hukum Penerbangan (Air Law) 

Hu.lrum penerbangan yaltu Peraruran dan regulast yang 
relevan dengan Pelayanan Informasl Aeronautika 

b. Pengetahuan umum {Oen rai Knowledg ) yaitu: Prinslp­ 

prtnslp penerbangan, pengetahuan umum terkait 

penerbangan dan unmanned aircraft operation; fasllitas di 

bandar udara, 

c. Klnerja manusia (human performance] 

KJnerja manusia (human performance], di antaranya terkait 

dengan Human Factor. Prinstp-prtnsfp manajernen dan 

keselamatan ( Threat and Error management). 
d. Navigasi 

Prinslp-prinslp navtgast penerbangan, pr1nsJp batasan dan 

akurasl sistem navigasl dan alat bantu visual. 

Pengetahuan tentang Pengembangan Pelayanan tnformasi 

Aeronaubka, 

Pengetahuan tentang pengembangan Pelayanan Lnformasi 
Aeronautika, peta penerbangan, pengetahuan mengenal 

WGS-8 , stngkatan dan kode !CAO, indikator Iokast, sistem 

manajemen mutu, flight plan; geographic information system 
{OIS), teknologi tnformatika un. 

f. Prosedur operastonal 

Pengetahuan mengenai mane] men mformast aeronaunka. 

g. Peralatan 

Prtnstp-prinstp, penggun.aan dan batasan peralatan ang 

digunakan dalarn manajemen lnformasl aeronautika. 

4-. Pernohon Lisensi personel navtgast penerbangan bidn.ng Tekruk 

Telekomunikasl Penerbangan harus menunjukkan tlngkat 

pengetahuan sekurangnya hal-hal sebagat berikut: 

a. Hukum Penerbangan jAir Law) 

Peraturnn dan regulast yang relevan dengan pelaynnan 

telekomunlkasi penerbangan. 

b, Pengetahuan Umum (General Knowledge). 
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penambahan kompetensi disusun dan ditetapkan Dirketur 

Jendern.1. 

eara assessment penmgkatan atau b. Prosedur dan tat 

69.095 Pena.mbahan atau Peningkatan Kompetenai Personel Navigasi 

Penerbangan 

a, Setiap penambahan atau peningkatan kompe ensl pada personel 

navtgas! penerbangan harus melalul tahapan assessmenl yang 
dilakukan Direlctur J enderal, 

5. Pemohon Lisensi personel navtgast penerbangan bldang 
Perancang Prosedur Penerbangan harus menunjukkan tlngkat 
pengetahuan sekurangnyn hal-hal sebagal berikut: 
a. Hukum Penerbangan (Air Law) 

Peraturan dan regulasl ynng relevan yang dapa dlgunakan 

oleh pernncang prosedur penerbangan, 
b. Pengetahuan Umum (General I(nawl dge). 

Pengetahuan mengenal dasar-dasar pemetaan pemprosesan. 
data. plotting koordinat WOS'84, unmanned aircraf) 

operation, mstmment flight procedure design, sistem 

mnnajemen mutu, sist rn jamlnan mutu, perancangan 
prosedur penerbangan dan dapat mengoperasikan software 
yang dlgunakan dalam pembuatan Instrument Flight 

Procedure. 

c. Navigasi 
Prtnsip-prtnstp navigast penerbangan, prlnslp batasan dan 

akurast sistem navigasi dan alat bantu navigasi, navigation 

specification. 

Teorf dasar lektronika penerbangan, teori dasar fasllitas 

telekomunikasi penerbangan dan teorl dasar Global 
Navigation Satellite System clan Avionic Communication, 
Navigation and Surueillanc System,. data processing, 

jartngan, unmanned aircraft operation serta teort dasar 
sistem kallbrast penerbangan. 

c. Kinerja Manus la (Human Performance) 
Kinerja manusta {Human Performance) termasuk budaya 
keselamatan ker]a {SafehJ Culture]. 
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Perubahan Alam.at 
Permohonan perubahan alamat pada lisensl hams melaporkan 
perubahan alamat tempa kerja pemegang lisensi seeara tertulis 
kepada Direktur paling lama 30 (tiga puluh] hari sejak 
keplndahannya. 

nama. 

69.105 Perubahan Ide,ntitas Pemegang Lisensi 
l. Perubahan arna 

Permohonan perubahan nama padn lisensi harus melampirkan 

lisensi yang berlaku dan salman surat tanda bukti perubahan 

69.100 Penggantian Atas Kehila.npn atau Keruaa.kan Buku atau Kartu 

Liaensi serta aertifikat kese.hatan 
l. Terhadap Buku aiau kartu ltsenst personel navigasi penerbangan 

ang hilang dan/atau rusak, maka pennohonan penggantian 
buku atau kartu Usensi yang hilang atau rusak ciilakukan dengan 
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur. 

2. Permohonan penggantla.n ltsenst personel navigasi penerbangan 
yang hilang dan/atau rusak melfputt: 
a. Surat Permohonan Penggantian Lisensi Personel Navigasi 

Penerbangan dengan menyampaikan tnforrnasl terkrut nama 
pemllik llsenst, alarnat lokasi kerja pemegang llsenst, tanggal 
chm tempat lahir: 

b. Surat Keterangan Kehilangan dart Kepolislan, 

c, Pas foto terbaru 2 lembar dengan ukuran :x3 berlatar 
belakang merah; 

d, Membayar bia a PNBP penggant!an lisensi sesual ketentuan 
penmdangan. 
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3) peraturan, prosedur dan sumber inforrnasl yang 

digunakan; 
4) asilttas navigasl penerbangan; 
5 fasilitas pemanduan lalu lintas penerbangan dan 

penggunarumya; 
6 terrain dan prominent landmark; 
7 karaktertsnk lalu lintas penerbangan; 
8) fenomena cuaca.dan 
9 rencana gawat darurat dan rencana pencartan dan 

pertolongan. 
b. approach control procedural dan area coruroi procedural 

Rating paling sedJkit memiliki pengetahuan sebagai berikut 
1) struktur ruang udara; 

2) peraturan, prosedur, dan sumber informasi yang 
digunakan; 

3 fasilitas navigast penerbangan; 

paling sedikit memillki a. aerodrome control Ratmg 
pengetahuan sebagai berilrut 

1 aerodrome layout, kamkter Ilslk, dan alat bantu visual; 
2) struktur mang udara; 

69.110 Perayuatan Rating Pel'IIOnel Navigasi Penerbangan 

1. Persyaratan r ting personel navigasi penerbangan yaitu: 

a. memlliki lisensi; 
b. memiliki kompetensl di brdangnya, 
c. mernillki tanda bukti kesebatan yang masih berlaku: 
d. memlliki kemampuan berbahasa yang maslh berlaku; 

memlliki pengalaman kerja di bldangnya; dan 

f. lulus ujian teort dan prakttk. 

2. Pelaksanaan ujlan rating personel navtgasl penerbangan dapat 
dilalrukan dengan menggunaknn sistem berbasts teknologi 
tnformasl, 

3. Sein.in harus memenuhi persyaratan sebagannana angka I, bagi 
personel pemandu lalu lintas penerbangan harus Juga mampu 
menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesual dengan rating 
yang akan diajukan meliputi: 

SUBPART 69.C RATING PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN 

2021, No.1319 
-27- 



www.peraturan.go.id 

69.115 Jen.is Rating Peraonel Navigasi ~nerbangan 
L Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan 

Rating personel pemandu lalu llntas Penerbangan merupakan 

batasan kewenangan seorang pemegang Usensl pemandu laJu 

llntas penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas 

penerbangan (Air Traffic Services/ ATs nit). 

Rating personeJ pemandu lalu lintas Penerbangan terd.iri atas: 

a, Aerodrome control Rating (TWR): 

b. Approach control procedural Rating (APP); 

c, Approach control surveillance Ratmg {APS); 

d. Arna control procedural Rating {ACP): 
e. rea control surveillance Rating (ACS). 

2. PersoaeJ Pemandu Komunilcasi Penerbangan 

Rating personel pernandu komunikasi penerbangan merupakan 

batasan kewenangan seorang pemegang llsensi pemandu 

komuni.kasi penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lmtas 
penerbangan (Air Traffic Services/ ATS Unit). 

4) fasilitas pemanduan lalu Ilntas penerbangan dan 

penggunaann a; 

5 errain. dan prominent landmark; 
6) karaktertstik lalu hntas penerbangan dan arus lalu 

Ilntas penerbangan; 
7) fenomena cuaca: dan 

8) rencana gawa darurat serta rencana pencarian dan 

pertolongan, 
c, approach control surueillance dan area control surveillance 

Rating harus memilild pengetahuan sebagaimana dtmaksud 

pada angka -1 dan tambahan pengetahuan sebagai bertkut: 

prinsip, penggunaan dan ke erbatasan sistem ATs 

Surveillance dan peralatan lainn a yang dlgunakan; 

dan 

2) prosedur pembertan pelaynnan ATS Surucillanoc, 
ermasuk prosedur erkalr pelayanan lalu lintas 

penerbangan yang disesuaikan dengan ketinggian 

dataran atau pegunungan di sekttar wilayah tanggung 

Jawabn a (appropriate terrain clearance). 
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2) Kalibrast penerbangan yaltu 

a. Ground Support Rating meliputi peralatan sebagai 
berlkut: 
l} Reference System (relemetri, Theodolite OPS and 

Augmentation System); 

(2) Airborne Communication. Nauigation Surveillance 

System Bench Test; 
3) Full Fligh Simulator (FPS). 

b. Flight Inspection System (FIS) Rating, meliputl peralatan 

sebagai berikut: 

1 Flight Inspection System Console and Simulator; 

2) A irbome Communication Nauigation Suroeillance 
Equipment System 

4. Personal Pelayanan lnformasl Aeronautika 

Ratmg personel pelayanan informasi aeronautlka merupakan 

batasan kewenangan seorang pemegang Ilsensi personel 

pelayanan informasl aeronauttka, 
Rating personel pelayanan lnformasi aeronautika mellputt.: 

a. A ronauticai Information Publication (PUB) rating; dan 

3. Personel Teknik TeJekomunikasi Penerbangan 

Rating Pers.onel Teknik TeJekomunikasi Penerbangan merupakan 

batasan kewenangan seorang pemegang Ilsensl Personel Teknik 

Telekornunikasl Penerbangan pada fasilltas telekomunikasi 
penerbangan, navtgost penerbangan, pengamatan penerbangan 
serta kalfbrasl penerbangan. 

Rating Personel Teknik Telekomun.ikasi Penerbangan mellputi 
bidang pekerjaan: 

1) komunikasi. navtgasl, pengamatan penerbangan dan data 
proc ssi.ng ya.i tu : 

a. Communication Rating; 
b, Nauigation Rati.ng; 
c. Surveillance Rating; dan. 

d. Data processing rating 

Rating personel pemandu komunikasi penerbangan, meliputi: 

a. Fligh Information {Fl) Rating· dan 
b. Aeronautical Fixed (AF) Rating. 
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69.120 Kewena.ngan Peme-gang Lisen.si dan Rating Penonet Navigasi 
Pen.erbangan 
1. Personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan 

Kewenangn.n pemegang llsenal Pemandu Lalu Lintas 
Penerbangan sesual dengan Rating di bawah int 
a. Aerodrome Control Rating (I'WR) 

membertkan dan/atau mengax asl pelayanan a rodrome 

control untuk aerodrome yang sesual d ngan Rating ang 
dimilik:i. 

b, Approach Control Procedural Rating (APP} 

memberika.n dan/ a tau mengawasi pelayanan approach 
control untuk satu atau beberapa aerodrome dalam ruang 
udara atau wilayah kewenangan unll pen edia approach 
control sesuai dengan Rating yang dimiliki. 

c:. Approach Control Surveillance Rating {APS} 

membertkan dan atau mengawnsi pelayanan approach 
control pada L [satu] atau beberapa aerodrome dengan 
menggunakan ATS surveillance sys em dalam ruang udara 
atau wilaya.h kewenangan unlt penyedia approach control 
dan sesual dengan Rating yang dimlliki. 

d, Area Control Procedural Rating (ACP) 
memberikan dan/atau mengawasl pelayanan area control di 
dalam control area sesuai dengan Rating yang dimlliki. 

e. Area Control Surveillartce Rating (ACS) 

memberika.n dan/atau mengawasi pelayanan area control 

dengan menggunakan ATS surveillance system dJ control 
area dalam ruang udara atau wllaynh kewenangan unit 

5. Personal Perancang Prosedur Penerbangan 
Rating personel perancangan prosedur penerbangan merupakan 
batasan kewenangan seorang pemegang lisensl perancangan 
prosedur penerbangan. 
Rating Personel Pemncang Prosedur Penerbangan mellputl: 
a. Conventional rating; dan 
b. Pi tformance Based Navfgatwn (PBN) ratm:g. 

b. Aeronautical Cartography {CAD) rating. 
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Personel Pemandu Komunikasl Penerbangan 
Kewenangan pemegang lisensi personel navtgast penerbangan 
bidang pemandu komunikasl penerbangan sesuai dengan Rating 
cl] bawah int; 

a. Flight Information (Fl) Rating 
I] Melayanl dan/otau mengawasi pemberian Air Traffic 

Advisory, Fligh Information clan Alerting Service terhadap 
pesawat udara yang melakukan penerbangan di 
Aerodrome Flight Information Zone (AFlZ) dan Heliport 
sesuai dengan Rating yang d.imillki balk dl unit yang 
berlokasl dl Aerodrome tempat personel berada maupun 
unit yang diberikan pelayanan secara remote; 

21 Melayan1 dan/ atau mengawasi pernberian Air Traffic 
Advisory Flight lnformaiion clan Alerting Service rerhadap 
pesawat udam yang rnelakukan penerbangan jelajah 
jenrouttj diluar wilayah control airspac sesuai dengan 
wilaynh pemberian pelayanannya balk pada wilayah yang 

menggunakan fasilitas A TS Surveillance sebagal sarana 
monitortng maupun tidak menggunakan Iasllitas ATS 

Surveillance (procedural). 

b, Aemnautical Fixed (AFJ Rating 

Mempunyai kewenangan melaksanakan pe.layanan 
pengoperastan dlstrtbusl data/tn.formasl penerbangan balk 
menggunakan voice maupun data mengguna.kan perangkat 
komunikasi Aeronautical Fixed Seroice (AFSJ. 

3. Personel Teknik. 1'elekomunikast Penerbangan 

Kewenangnn _pemegang hsensi Teknlk telekomunikasi 
penerbangan sesual dengan kelompok roting adalah sebagai 
berikut: 
a. Rating Komunik:asi Penerbangan (Communication 

Rating) mempuoyai kewenangan untuk mengoperastkan, 
melakukan pemeliharaan, melakukan roncang bangun dan 
peogembangan peralatan komunlkas! penerbangan yang 
terdiri dart : 

penyedla area control tersebut sesuat dengan Rating ang 
dimilik:t 
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1) Very High Frequency ir Ground Communication (AFIS, 

TWR, APP, ACC dart ER),· 

2 Voice Switching Communication System; 
3) Very High Fr quency Data Link; 

) Aeronautical Telecommunication Network; 

5 Automatic Terminal. Information Sys em (ATISJ I Datalink 
Automatic Terminal Information System (D-ATIS),· 

6 High Frequency (HF) Air Ground Communication· 

7) Voice R corder; 
8) High Frequency-Single Side Band {HF-SSB); dan/ atau 
9 Peralatan. Ground Ground Communication sepetti: Direc 

Speech. 
b. Rating Navigasi Penerbangan (Nauigation Rating) mempunya.i 

kewenangan untuk mengopern.s1.kan, melakukan 
pemeliharaan melakukan rancang bangun dan 
peugembangan peralatan navigast penerbangan yang terdiri 
dart: 
1) Very High Fr quency Omnidirectional Range (VOR); 

2) Distance Measuring Equipment(DME}; 
3) Instrument Landing System(ILS); 

4) Microwave Landing System (MLS); 

5 Transponder Landfng Sys em (!LS): 

6 Ground Based Augmentation System {GBAS); dan/atau 
7) Non-Directional Beacon/ Locator /NDB). 

c. Rating Pengamatan Penerbangan (SUroez1lance Rating) 
mempunyai kewenangan untuk rnengoperastkan, 
melakukan pemeliharaan, melakukan rancang ba.ngun dan 
pengembangan peralatan Pengamatan penerbangan yang 
terdiii dart: 
1) Primary Surueillance Radar ('PSR); 

2 Secondary Surveillance Radar {SSR}; 
3) Monopulse Secondary Surueillanoe Radar (MSSRJ: 

) Multilateration System (.MLA Tj; 

5) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB); 

6) Automatic Dependent Surveillance Contract (A.DSC); 
7) Surface Movement Radar (SMR); dan/ a tau 
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Rating Personel teknik telekomunikasi penerbangan 
kelompok Kallbrasl Penerbangan, mempun al kewenangan 
sebagal berlkut : 

1) merencanakan dan melaksanakan perawatan, 

perbaikan, dan modi.flkasl terhadap peralatan sesuai 
dengan Rating yang dimillk:i; 

2) memertksa kondisi peralatan sesuai dengan Rating 

yang dimlllkt; 
3 rnenyusun pedoman/ petunju.k telmis pemeliharaan 

dan pengoperastan peralatan sesual dengan Rating 
yang dlmillkt, 

4. Personel Pelayanan lnformasi Aeronautika mempunyai 
kewenangan sebagai berikut: 
a. Aeronautical Information Publication {PUB) 

Memberikan pelayanan lnformasl aeronauttka sesuai 

dengan unit penyelenggar pelayanan informasl aeronautika 
dlmana pemegang rating bekerja, 

b. Aeronauttcal Cartogr-aphy {CAD) 

Memberikan pelayanan peta penerbangan sesual dengan 

unit penyelenggara pelayanan infonnasi aeronautika dlmana 
pemegang rating bekerja, 

d. Rating pemprosesan data (data processing rating) 
mempunyai kewenangan untu.k mengoperastkan, 
melakukan pemeltharaan, melakukan rancang bangun dan 
pengembangan peralatan ang terdiri clan : 

1) ATC Automation (tennasuk FDPS-RDPS, CBT, CPDLC, 

AID CJ 
2) Message Handling System (teleprinter, Automatic 

Message Stvitching Centre, Automatic Message Handling 

system} 
3) Advance Surface Mouement Gutdance & Control System 

(A-SMOCS); dao/atau 
4) AIM Automation 

8) Precision Approach Radar (PAR)· 
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5. Personal Perancang Prosedur Penerbangan 

Kewenangnn pemegang llsenst pernncang prosedur penerbangan 
sesual dengan rating di bawab inf: 

a. Conventional rating 

Mengumpulkan dan menganaltsa data yang diperlukan 

dalam penyusunan rancangan prosedur penerbangan, 

membuat rancangan prosedur Non-Precision Approach. 
conventional, Precision Approach conventional, standard 
Instrument Departure (SID) Conventional Standard Arriual 
(STAR) Conuentional, Enroute Conventional, dan Prosedur 
penerbanqan. visual {VFR Route}. 

b, Performance Based Navigation (PBN} rating 
Mengumpulkan dan menganaltsa data yang diperiukan 

dalam penyusunan rancangan prosedur penerbangan, 

mernbuat rancangan prosedur p rformance Based Navigation 
(PBN) yang mellputl Nonprecision Approach PB. , Precision 
Approac/1 PBN, Standard Instrument Departure {SID) PBN, 

standard Arrival (STAR) PBN, dan Bnroute PBN serta 

membuat rancangan prosedur Performance Based 
Navigation Approach with vertical guidance (APV} yang 
mebpun OBAS, SBAS, dan. ABAS. 

6. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan JUgh plan dan AT.S 

messages dilaksanakan oleh personel pemandu lalu hntas 

penerbangan dan personel pemandu komuntkast penerbangan. 

7. Selaln kewenangan sebagaimana dimaksud butlr 1 (satu , 

Personel Pemandu Lalu lmtas penerbangan memillki 

kewenangan untulc mernbertkan pelayanan pada unit yang 

memberlkan pelayanan fliglit information dan aeronautical fixed 
pada rating personel pemandu komunikasi penerbangan sesuai 

mekanisme yang dlteta.pkan Dlrek:tur Jendernl 

B. Prosedur dan Tata. Cara penerbitan dan perpanjangan rating 

personel navtgast penerbangan di etapkan Di:rektur Jenderal. 
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69.12S Buku Lisensi Personet Navigasi Penerbangan 

1. Isl buku llsensl Personel Navigasl Penerbangan sekurang­ 

kurangnya meltputt; 
a. Buku lisensi p rsonel navlgasl penerbangan berukuran 12,5 

cm x 9 cm dengan warna sampul perak silver) dengan warna 

tulisan hltam. 

b. Bahasa yang digunakan dalam buku lisensl adalah Bahasa 

lndones a dan Bahasa tnggrts: 

c, Pada setiap halaman buku hsensi terdapat lambang Garuda 

Pancaslla dan bertuliskan "Republlk Indonesla" sebagal latar 

belakang; 
d. lsi buku lisensi Personel avigast Penerbangan sekurang­ 

kurongnya mel.Jputi: 

l nama egara [oetak ebal)/ Name of State {inhold ypedJ; 

2) [udul llsensl [cetak leblh tebal)/ Title of Licence (in uery 
bold tqped]; 

3) Jenis lisensl sesual dengao bidang pekerjaannya; 

4) oto terbaru dengan ukuran 2x3 berlatar belakang 

merah; 

5 nomor seri lisensl (serial number of the licence); 

6 narna lengkap pemegang lisensl fhuruf roman · 

7) anggal lahlr date of birth); 
8 alamai kerja pemegnng Usensi (address of holdery; 

9 kebangsaan pemegang Useosi I nationality of holder), 
10) anda iangan pemegang llsensl (signature of holder}; 

l IJ otorit.as clan ketentuan lisensi tersebut diterbitkan: 

l ) serttflkasl tentang mas.a berlaku dan hak pemegang 

lisensl untuk melaksanakan kewenaogann a sesuai 

dengan llsenst: 

13) anda tangan pejabat yang menerbitkan Usensl dan 

tanggal penerbitan; 

14) stempel pengesahan (stamp of licencing authority); 
15) Rating; 

SlJB BAGJAN 69.D BUKU DAN KARTU LISENSI PERSONEL NAVIGASI 

PENERBANGAN 
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69.135 E-Lisensi Personel Navigasi Penerbangan 

1. E-Lice_nce merupakan lisensi yang bersifat elektronik yang 
memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang 

69.130 Kartu Lisensi Persone1 Navigasi Penerbangan 

1. lsi Kartu Llsensl PersoneJ Navigasl Penerbangan sekurang­ 

lrurangnya memuat. 
a. Kartu lisensi p rsonel navigasi penerbangan berukuran 5,5 

cm x 8,5 cm [potralt] dengan wama background perak [stlver] 
dengan warna tulisan hitam: 

b. Bagia.n depan kartu lisensi sekurang-kurangnya memuat 
1 lamhang Burung Garuda di sudut kiri alas; 
2) la.mba.ng Logo Kernen erian Perhubungan di sudu 

kanan atas: 
3) Jen.is llsenst; 

4) foto berwarna ukuran 2x3 dengan latar belakang putih: 
5) nama pemegang Itsenst; 
6) nomor sert llsensl; 
7) QR Code, data yang dapat diakses QR Code sekurang­ 

kurangnya melipu : 
a) kewenangan (ratings) 
bl Pengesahan Kemampuan Berbahasa lnggris; 

e] Pengesahan Kesehatan, 
c. Bagian bela.kang kartu hsensl sekurang-kurangnya memuat: 

l dasar hukum penerbttan Iisensl; 

2 anda tangan dan nama pejaba yang berv enang 
menerbitkan lisensi. 

Mekanisme, prosedur clan tata cara mengenaI kartu Ilsenst 
ditetapkan Dlrektur Jendern.1. 

16) catatan remarksl, termasuk pengesahan language 
proficiency· 

17) rtncian lain (any o herd tailsl. 
2. Mekanisme, prosedur dan tata cara mengenai buku lisensl 

dltetapkan Dlrektur Jenderal 
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menunjuk:kan data pemegang ltsensl sesuat dengan buku lisensi 

yang dtkeluarkan oleh Direktur .Jenderal. 
lsi e-Licence Personel avtgasi Penerbangan paling sedikit 
melipu I: 
a, nama negam [cetak tebal)/ Name of state (in bold typed); 
b, judul lisensi [eetak lebih tebal) / Title of Licence (in very bold 

typed); 
c. nomor serl Ilsenst (Serial number of the licence]; 

d. foto erbaru ukuran 2x3 dengan latar belakang putih; 
e. narna lengkap pemegang lisensi [huruf roman); 

f. tanggal lahir ( Date of Birth); 

g. alamat kerja pemegang llsenst Address of Holder); 

h. kebangsaan pemegang Ilsensl (Nationality of Holdan; 
I. tanda tangan pemegang lisensi (Signature of Holden; 
J. otorttas dan ketentuan lisensl tersebut diterbitka.n: 

k, tanda tangan pejabat yang menerbitkan lisenst dan tanggal 
peoerbitan; 

1. Kewenangan (Ratings/: 
m, Jenis Kompetensl (bagi PLLP dan PKP); 
n. Pengesahan Kemampuan Berbahasa lnggris; 
o. Pengesahan Kesehatan: 

p. Rincian lain (Any other d tails). 
3. Mekanisme, prosedur dan tata cara mengenai e-llsensl 

dltetapkan Direk:tur Jenderal. 
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69.140 Pelatihan da:n Kecakapa:n 
Pelatihan bagi personel navigast penerbangan diselenggarakan oleh 
Lembaga Pelatihaa yang telah memenuhi pers aratan pertzlnan 
berusaha atau Lernbaga Pelatihan yang dltetapkan !CAO. 
1. Jenis pelatihan personel navigasi penerbangan meltputt: 

a. basic training, ya!tu pendldlkan clan pelatihan yang 
bertujuan membertkan pengetahuan dan keterampilan 
dasar sesuai dengan clislplin ilmu yang tngtn dlcapal dalam 

bldang pelaynnan navtgast penerbangan; 
b. advanced training, aitu pendidlkan clan pelatihan 

berkelanjutan yang dlrancang untuk menyiapkan personel 
untuk memberikan pelayanan navtgast penerbangan dengan 
menggu.nakan prosedur atau peralatan lebih 

maju/ mutakhir· 
c. continuation training, yaltu pendidlkan clan pelatihan yang 

bertujuan memberikan penyegaran pengetahuan clan 
keterampllaa dasar sesual dengan disiplin ilmu yang Jngin 

dtcapal dalam bldang pelayanan navtgast penerbangan; clan 
d. developmental training, yaltu pendidikan clan pelatlhan rang 

dirnncang untuk menytapkan personel untuk menduduki 
posisi tertentu pada suatu unit penyelenggara. pela.yanan 
navigasl penerbangan. 

2. Personel navigasi penerbangan yang mengllruti pelatlhan yang 
drselenggarakan oleh lembaga pelatihan selain angka 1 dan telah 
mendapatkan persetujuan dart instansl berwenang di masing­ 
mastng negara, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal 
untuk mendapatkan pengesahan. 

3. Jen.ls pelanhan personel navigasl penerbangan sesuai dengan 

masfng-mastng bidang lisensi dltetapkan Dire.ktur Jenderal. 

SUB BAGIAN 69.E PERSYARA'l'AN PELATIHAN DAN KECAKAPAN UN~UK. 

PERSONEL NA VIGASI PENERBANGAN 
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BUDI KAR A SUMA.DJ 

ttd ... 

MENTERJ PERHUBUNOAN 

REPUBUK INDONESIA 

4. Ketentuan mengenai mekanisme sertiflkasl lembaga pelatihnn 

mengacu kepada Peraturan Menteri yang mengarur m ngenai 

penyelenggara pendldlkan dan pelatihan bidang navtgasi 
penerbangan, 
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